
BUPATI MANGGARAI TIMUR
PROⅥ NSI NUSA TEWGGARA TIMUR

PDRATURAN DAEtt KABUPATEN MANGGARAI TIMUR
NOMOR 3 TAHUN 2019

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATU― DADRAH

KABUPATEN― GGARAI TIMUR
NOMOR 2 TAHUN 2016 TENTANG PEMILI― KEPALA DESA

じ Meuimbaag :

Menglngat : 1.

ゝ

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BI'PATI MAITGGARAI TIMUR'

bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 65 Tahun 2OL7 tentang Perubahan Atas

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2OL4

tentang Pemilihan Kepala Desa dan Peraturan Menteri

Dalarn Negeri Nomor 66 Tahun 2ol7 tentang Perubahan

Atas Peraturas Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun

2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala

Desa, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang

Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai

Timur Nomor 2 Tahun 2Ot6 tentang Pemilihan Kepala

Desa;

pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 36  Tahun  2007  tentang

Pembentukan Kabupaten Manggarai Timur di Provinsi Nusa

Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2OO7 Nomor lo2, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor a7521;

3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2al4 tentang Desa

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2ol4 Nomor 7,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5a95); i '



Tahun 2014 Nomor 244・ , Tambahan Lembaran Negara
Republik lndOnesia Nomor 55871 sebagaimana telah diubah

beberapa kali terakhむ denga■l undang― undang NOmor 9
Tahun 2015 tentang PerLlbahan Kedua atas Undang―

undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perne五

ntahan Daerah
(Lembaran Negara Repubttk lndonesia Tahun 2015 Nomor

58,Tambahan Lclnbaran Negara Republik lndOnesia Nomor

5679);

5。  Peraturan Peme五ntah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaarl undang―Undang Norrlor 6 Tahun
2014 tcntang Desa(Lembaran Negara Republik lndOnesia

Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lenlbaran Negara

Republik lndOrtesia NOmor 5539)sebagalmana telah diubah

dengan Peratlran PcrFle五 ntah Nornor 47 Tahun 2015
tentang Perubahan atas Peraturan PemeHntah Nomor 43

Tahun 2014掟 ntang Peraturan Pelaksanaan undang―

Undang NoFnOr 6 Tahun 2014 tentarlg Desa (Lembaran

Negara Republik lndOnesia Tahun 2015 Nollrlor 157,

Tambahan Lembaran Negara Republik lndOnesia Nomor

5717);

6。  Peraman Mente五 Dalam Nege五 NOrrlor l12 Tahun 2014
tenttmg Pemilihan Kepala Desa(Be五 ta Negara Republik
lndOnesia Tahun 2014 Nomor 2092)sebagaimana telah

diubah dengan Peraturan MenteH Dalam Nege五
NoIILOr 65

Tahun 2017 tentang Pertlbahan Atas Peraturan MenteH

Dalm Nege五  Nomor l12 Tahun 2014 tentang Pemilihan

Kepala Desa(Be五ta Negara Repiblik lndOnesia Tahun 2017

Nomor 1221);

7. Peratlran Mente五  Dalanl Nege五 Norr10r 82 Tahun 2015
tentang Pengangkatan dan PcIIlberhenlan Kepala Desa

(BCHta Negara Republik lndOnesia Tahun 2016 Nollnor 4)

sebagamana telah diubah denganPeraturan Mente五
Dalam

Negen NoII10r 66 Tahun 2017 tentang Pertlbahan Atas

Peraturan Mente五 Dalarn Nege五 Nonlor 82 Tahun‐ 2015
tentang Pengangkatt dan Penlberhentiarl Kepala Desa

(Berita Negara Republik lndOnesia Tahun 2017 Nomor

1222);           
｀
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Menetapkan :

Daem Lbupaten M… Timllr Tぬm2016 Nomor 2,

TambahaFI Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Timur

Nomor 123);

Dengan Persetttuan Berl要 Lina

DEWAN PERWAKItt RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MANGGAMI TIMUR

dan
BUPATI MANGGARAI TIMUR

‐ l MEEEUTUSKAN:

PERATURAN 
…

 TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DADRAH MBUPATEN MANGGARAI TIMUR
NOMOR 2 TAHUN 2016 TENTANG PEMILInAN KEPALA
DESA.

hsat I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Timur

Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah

Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2Ot6 Nomor 2, Tambahan Lembaran

Daerah Kabupaten Manggarai Timur Nomor 123) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 dhrbah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

1. Daerah adalah Kabupaten Manggarai Timur.

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur.

3. Bupati adalah Bupati Manggarai Timur-

4. Kecamatan adatah Bagran wilayah dari Kabupaten dipimpin oleh

Camat.

5. Camat adalah Pemimpin kecamatan yang berada dibawah dan

bertanggungjawab kepada Bupati melalui sekretaris Daerah.

6. Desa adalah Kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas

wilayah yang berwenang untrrk mengatur dan mengurus urusan

pemerintahan, kepentingan rnasyarakat setempat berdasarkan

prakarsa masyarakat, hak asal usul, danlatau hak tradisional yang

diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan

Republik Indonesia.

7. Pemerintahan Desa adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan
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&   D― adahh Kepala D― yang dibantu pemmmt Desa

wbagai■ ms■r penyeleFlggara Pemerintahan Dem.

9_Kepala Desa adalah peJabat pemerintah Desa yang mempunyal

wewenarlg, tugas dan kewttibarl unmk menyelenggarakan rLLmah

tangga Desanya dan melaksarlakan tugas dari Pelme五 ntah darl

Pclrle五 ntah dacrah。

10。 Perangkat Desa adalah unsur staf yang membal■ tu Kcpala Desa dalarn

penyusunan kebtakan dan koordinasl yang diwadahi dalanl

Sekretanat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam

pelaksanaan kebttakan yang diwadahi dalarn benmk Pclaksana Teknis

dan Unsur Kewil等山 an.

11.Badarl PernlLLSyaWaratan Desa yang sё lattutnya disingkat dengarl BPD

adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerinね han yang

anggotanya merLLpakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan

keterwakilan wilayah darl ditetapkan secara demokratis.

12.Pettabat Kepala Desa adalah seorarlg Pegawa■  Negc五 Sipil yang

diangkat oleh Pttabat yang beぃ Ⅳenang untuk melaksanakan ttgas,

hak darl wewenang setta kewailbarl Kepala Desa dalam kuFun Waktu

terten如 .

13.Pemiliharl Kepala Desa adahh pelaksanaan kedaulatan rakyat di Desa

dahm ranm ma面 Шh Kepala Dem yang bersifat langsung,Llmum,

bebas,rahasla,JuJllr dan adil.

14.Panitia PemilihaFI Kepala Desa tingkat Desa yang sel珂utnya diSebut

Panitia PcIInilihan adalah Panitia yang dibentuk olch BPD untuk

menyelenggarakan proses pemiliharl Kepala Desa.

15。 Panitia Pcmilihan Kepala Desa tingkat Kabupaten yang selttutnya

disebut Panitia PcFrlilihan Kabupaten adalah panitia yang dibenmk

Bupati pada tingkat Kabupaten untuk IFlendukung pelaksanaan

Pemilihan Kepala Desa.

16.Calon Kepala Dcsa adalah Bakal Calon Kepala Desa yang telah

ditetapkan olch Panitia Penlilihan sebagal ca10n yang berhak dipllih

mettadi Kepala Desal

17.Calon Kepala Desa Terpilih adalah calon kepala Desa yang

memperolch suara terbanyak dalarn pelaksanaan perruliharl Kepala

Desa:

18.Pemilih adalah penduduk Desa yang bersarlgkutan dan telah

ヽ



- : - - - - l:::::_j-- Semenra:-a ]-ang st:.a{rr*r-. disrngkat DpS ada_lah
::------ :€=-:-:l^, ]-axg disusun berciasarkan data Daftar pemilih Tetap
i::--'"':1;i Unnum terakhir yang teiah diperbaharui dan dicek kembali
----...^.- =s ieDena-rarln]'a serta ditambah dengan pemilih baru.

: - f ----a-r Pemilih Tambahan adalah daftar pemilih yang disusun
oerdasarkan usuian dari pemilih karena yang bersangkutan belum
terdaftar da-lam DpS.

21' Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disingkat DpT adalah daftar
pemilih yang telah ditetapkan oleh Panitia pemilihan sebagai dasar
penentuan identitas pernilih dan jumlah pemilih dalam pemilihan
Kepala Desa.

22' Kanpanye adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh calon Kepala
Desa untuk meyakinkan para pemilih dalam rangka mendapatkan
dukungan.

23' Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat TpS ada-lah
tempat dilaksanakarlnya pemungutan Suara.

24' Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya clisebut
APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Manggarai Timur.

25. Anggaran pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disebut
APBDes adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Desa.

26' Putusan Pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam
sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau
bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum.

27. Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau
keadaannya berdasarkan bukti permulaaan patut diduga sebagai
pelaku tindak pidana.

28. Terdakwa adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa dan
diadili di pengadilan.

29. Terpidana adalah seorang yang dipidana berdasarkan putusan
pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

30. Hari ada_lah Hari keda.

2. Ketentuan Pasai 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

(1) Bupati membentuk Panitia Pemilihan Kehrrnore?1 \,rrd r{iro+^-r-^^
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a. ;rrerencanakan, mer:g.;::::-::as:j<an oan menr-elenggarakan

sernua tahapan pelaksanaan pemriihan tingkat Kabupaten;

b. melakukan bimbingan teknis peiaksanaan Pemilihan Kepala

Desa terhadap Panitia Pemilihan kepala Desa tingkat Desa;

c. menetapkan jumiah surat suara dan kotak suara;

d. memfasilitasi pencetakan surat suara dan pembuatan kotak

suara serta perlengkapan pemilihan lainnya;

e. menyampaikan surat suara dan kotak suara dan perlengkapan

pemilihan lainnya kepada Panitia Pemilihan;

f. memfasilitasi penyelesaian permasalahan pemilihan Kepala

Desa tingkat Kabupaten;

g. melakukan pengawasan penyelenggaraan pemilihan kepala

Desa dan melaporkan serta membuat rekomendasi kepada

Bupati;

h. melakukan eva-luasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan; dan

i. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang ditetapkan

dengan keputusa.n Bupati.

(3) Tugas panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2\

huruf c, huruf d dan huruf e peiaksanaannya dapat ditugaskan

kepada Desa )'ang diatur dengan Peraturan Bupati.

3. Ketentuan Pasal 22 ayat (1) huruf g dihapus, ayat (1) ditambahkan 5

(lima) huruf yakni huruf n,o,p,q,r, ayat (7\ diubah serta ditambah 5
(lima) ayat baru yakni ayat (13) sampai dengan (17), sehingga Pasal 22

berbunyi sebagai berikut :

Pasal22

(i) Ca-lon Kepala Desa wajib memenuhi persyaratan:

a. warga negara Republik Indonesia;

b. bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa;

c. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,

serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara

Kesatuan Republik Ind.onesia dan Bhinneka Tunggal Ika;

d. berpendidikan paiing rendah tamat Sekolah Menengah Pertama

(SMP) atau sederajat;

c henrsie nqlino renrlah )S {dtla nrrhrh lirna) tahrrn neda sast

ー



ワ

g・ dbuS;

h.tidak sedang mettalani h― an pidana「可ara;

i.tidak pemah tta側 巨 pidana r可1寝l berdasarkan putusan
pengadilan yang tehh mempunya■ kekuatan hu― tetap karena

mel― n tindak pidana yang diancam dengan pidana pettara

paling singkat 5(limal tahun atau lebih,kecuali 5(limal tahun

setelah selesai mettalani pidarla pe可釘a dan mengumumkan
sectta juJur  dan  terbuka  kepada  publik  bahwa  yang

bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku

kttahatan ben■ ang―ulaFlg;

J.tidak sedang dicabut hak pllihnya sesuai dengan Pumsan

Pengadiltt yang telah memputtra kekuatan hukum tetap;

ko schatjasmani dan rohani;

1.tidak pernah scbagai Kepala Desa selaFna 3(tigal kali masa

jabatan;

m.bebas narkoba dan berkelakuan baik;

n.tidak pe...ah menyalahttakan keuangan Desa khusuζ  bagi
calon incumbent;

o.telah me        LPPD akhir IIlasa Jabatan khusus bagl ca10n

inc―bent;

p.bersedia tingal di desa j」 a terpilih mettadi kepala DeSa;

q.Izm dari Pembina Kepe〔
昇waa■ bagi ca10n Kepala Desa dari

Pcgawai Nege五 Sipil(PNS);

r. pemyataan lnengundurkan dH dari anggolbL BPD saat ditetapkan

sebagai calon kepala desa;

(2) Persyara性覆l sebaga■marla diinaksud pada ayat (1) huruf a

dibuktikan dengan fOtO cOpy K― Tanda Penduduk yang dilegalisir

. oleh Pttabat yang berwenang.

(3) Persyaratan sebagaimana dilnaksud pada ayat(1)hunf b dan

hLLruf C,dibuktikan dengan surat pernyataan yang dibuat 01ch yang

bersarlgkutan diatas kettas segel atau bermeteral cukup.

(4) Persyaratan sebagarrlana dimaksud pada ayat (1) huruf d,

dibuktikan、 dengarl foto cOpy ttazah pendidikan formal dari tingkat

dasar sarnpai dengan JaZah terakhir yang dilcgalisasi Olch pttabat

berwenang atau surat pernyatt dari peiabat vang berwenang_
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kenal lahir yang dilegalisasi oleh pejabat berpenang.
Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) h,'uf f,
dibuktikan dengan sr-lrat pernyataan bersedia dicalonkan menjadi
Kepala Desa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas
segel atau bermeterai cukup.
Persyaratan sebagaimana dimaksud pad.a ayat (1) huruf h,
dibuktikan dengan surat Keterangan dari Ketua pengadilan bahwa
tidak pernah dijatuhi pidana penjara.

Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (U huruf i,
dibuktikan dengan surat Keterangan dari Ketua pengadilan Negeri
bahwa tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan
peogadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena
melakr:kan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara
paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih.
Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j,
dibuktikan dengan surat keterangan dari Ketua pengadilan Negeri
bahwa tidak sedang dicabut hak pilihnya sesrrai dengan putusan
pengadilan yang telah mempunyai hukum tetap.

(10)Persyaratan sebagaimana dinaksud pada ayat (1)hurtlf k,

dib‐ikan dengan s_t keterangan berbadan schat dari Rumah

Sakit UInl・ m Daerah.

〔11)Perwaratan se         dimaksud pada ayat (1) hu耐  1,

dibuktikan dengan surat keterangan dan Pclnenntah Dacrah dan

surat pembrataan dari yang bersangkutan bahwa tidak pe■
■■ah

mettadi Kepala Desa selama 3(tigal kali masajaba極
.

(12)Persyaram sebagaiFnana diinaksud pada ayat (1) huruf m,

dibuktikan dengan sllrat bebas narkoba dan surat Keterangan

Catatan Kepottsian(SKCKl dari Kepo五 sian setempat.

(13)Persyaratan sebagalmatrla dilnaksud pada ayat (1) htruf n,

dibuktikan  dengan  surat  keterangan  bebas  temuan  dari

lnspektOrat Kabupaten Manggara■ Timur。

(14)Pcisyaram sё bagalmana dimaksud ptta ayat (1)huruf O,

dibuktikan dengan surat keterangan telah lrlenympaikan Laporan

Penyelenggaraan  Peme五 ntah  Desa  (LPPD) dari  Dinas
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mantta」 Timur.

{15)Persyaratarl sebag〔通mana dilnaksud pada ayat (1)hurtlf p,

dibund饉kan dengan sllrЯ tt nern、ァら十nttn h_棒
^パ

:_ +:綺 ″″̂1 ■1 ■̂^^ ==1_^

(6)

(7)

(8)

ワ (9)
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dibukukan dengan surat izrr :ai- ?:=rina tr,epegav,,aran bagi caionKepala Desa dari pNS.

i171 pers]'a-ratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hur_uf r,dibuktikan dengan surat pengunduran diri sebagai anggota BpDkepada Bupati, jika ditetapkan sebagai caron Kepara Desa.

4' Kete,tuan pasal 43 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 43
(1) ca-lon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak da-ri jumlah

suara sah ditetapkan sebagai ca-10n Kepala Desa terp,ih.
(2) Daram ha-l calon Kepala Desa yang memperoreh suara terbanyaklebih dari 1 (satu) orang, calon terpilih ditetapkan berdasarkan

wilayah perolehan sltara sah yang lebih luas.
(3) pelaksanaan perolehan suara sah yang rebih luas sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) diatur rJengan peraturan Bupati.

5' Ketentuan pasar 47 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 42
(1) Kepala Desa yang berhenti dan/atau diberhentikan dengan sisamasa jabatan rebih dari satu tahun, Bupati mengangkat pNS daripemerintah Daerah sebagai penjabat kepara Desa sampai denganditetapkan kepala Desa antar waktu hasil musyawarah Desa.(2) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dilaksanakan paring lama 6 (enam) bulan sejak kepara Desadiberhentikan.

(3) Masa jabatan kepara Desa yang ditetapkan melalui musyawarah
Desa terhitung sejak tanggal pelantikan sampai dengan habis sisa
masa jabatan kepala Desa yang diberhentikan.

6' Diantara pasal 47 dan pasal 4g disisipkan 4 (Empat) pasal yaitu pasa-l
47A, pasal 4TB, pasal 4TC, dan pasai 4ZD.

pasal 4ZA

tl) BPD membentuk panitia pemilihan kepala Desa antar waktu.(2) Pembentukan panitia pemilihan kepara Desa antar waktusebagaimana dimaksud pada ayaf (1) ditetapkan dengan keputusanpimpinan BpIl ;



J

(4) Panitia pemilihan kepala Desa antar waktu sebagaimana rrirnaksudayat (3), jumrahnya disesuaikan dengan beban hrgas rran
kemampuan anggaran pendapatan belanja Desa.

(5) Panitia pemilihan kepalg Desa antar waktu sebagaimana ,dimakstrdayat gl bertanggungiawab kepada pimpinan BpD.

pasal 4ZB

(1) Panitia pemitihan sebagaimana dimaksud dalam pasar 47A ayat (3)melakukan penjaringan dan penyaringan bakar caron kepara Desaantar waktu.
(2) Penyaringan bakar caron kepata Desa menjadi calon kepara Desaditetapkan paring sedikit 2 (dua) orang calon dan paring banyak 3(tiga) orang calon.
(3) Dalam hal jumrah calon sebrgaimma dimaksud pada ayat (2) yang

memenuhi persyaratan rebih dari s (tisa) orang, panitia merakukan
seleksi tambahan.

(a) Seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
terdiri atas:

a. memiliki pengalarnaq mengenai pemerintahan Desa;b. tingkat pendidikan; dan/atau
c. persyaxatan lain;
yang diatur dengan peraturan Bupati.

(5) Datam hal calon yang memenuhi persyaratan kurang dari 2(dua) oran& panitia pemilihan mempe{panjang waktu pendaftaran
se}ama Z (tujuh) hari.

(6) Dalam hal calon yang memenuhi persyaratan tetap kurang d^rt 2(dua) orang setera-h perpanjangan waktu sebagaimana dimaksudpada ayat (s), BpD menunda peraksanaan musyawarah Desapemilihan kepala Desa sampai dengan wakfu yang ditetapkan orehBPD.

hsat 4ZC

(1) Pemilihan kepala Desa arttarwaktu dilaksanakan meralui fahapan:a. persiapan;
b. pelaksanaan; da:e

c. pelaporan.
′りヽT嗅 ■ ___



BPD paling larna rrararn jangka waku 15 fiima betas)
terhitr:ng sejak ke,pala Desa diberhen..kani

b- perrg4iuan biaya pemiliha* dengan beban Angaran
Fendapatan dan Belanja Desa oleh panitia prsrnilihan kepada
penjabat kepala Desa paling lama dalam jangla wakhr gO (riga
puluh) hari terhitung sejak panitia terbentuk;

c. pemberian persetujuan biaya pemilihan oleh penjabat kepala
Desa paiing lama dalam jangka walrtu 3o (tiga puluh) hari
terhitung sejak diqiukan oreh panitia pemilihan;

d. pengumuman dan pendaftaran bakal calon kepala Desa oreh
panitia pemilihan dalam jangka waktu 1b (lima belas) Hari;

e' penelitian kelengkapan persyaratan administrasi bakal calon
oleh panitia pemilihan daram jangka waktu 7 (tujuh) hari; dan

f. penetapan caron kepala Desa antar waktu oreh panitia
pemilihan paling sedikit 2 (dua) orang calon dan paring banyak
3 (tisa) orang caron yang dimintakan pengesahan musyawarah
Desa untuk ditetapkan sebogai calon yang berhak dipilih
dalam musyawarah Desa.

(3) Tahapan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
meliputi:

a- penyelenggaraan musyawaratr Desa dipimpin oleh Kehra BpD
yang teknis pelaksanaan pemilihannya dilakukan oleh panitia
pemilihan;

b. pengesahan calon kepala Desa yang berhak dipilih oleh
musyawarah Desa melalui musyawarah mufakat atau melalui
pernungutan suara;

c. pelaksanaan pemilihan calon kepala Desa oleh panitia
pemilihan dan peserta musyawarah Desa melalui mekanisme
musyawarah rnufakat atau melalui pemungutan suara yang
telah disepakati oleh musyawarah Desa;

d. pelaporan hasil pemilihan calon kepala Desa oleh panitia
pemilihan kepada musyawarah Desa; dan

e. pengesahan calon terpilih oleh musyawarah Desa.
Peserta musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
huruf c melibatkan unsur masyarakat.

IHI 
masyarakat sebagaim*l.dimaksud pada ayat (41berasal

(4)

(5)



m i tobh口岨h5
e・ p― kilan kelompOk tani;

i p― akthn kelompOk neЦ
藩m;gp― akilan kelompok"可
in;

h・     ke10nlpok perempuan;
i.           kelompok pemerhati dan perhndungan anak;

j.  perwakilan ke10mpOk masyarakat miskin;atau

■in sesuai dengan kondisi sosial budへ
、

k.uns.lr rnnsyarakat■

alawarakat setempat.

161 unsur lmasyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat(5)huruF k

diwnili paling banyak 5 11ima1 0rang dari setiap dusun atau

Sebuttm hh。   ,
(71 jШmlah peseda musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada

ayat 14)dibahas dan disepakati bersama BPD dan pemedntah Desa

dengan memperhatib jumlah penduduk yang mempunyai hak

pilih di Desa yang ditetapkan dengan keputusan BPD。

imana dimaksud pada ayat(1)hmfc
181 Tahaptt pdaporan sebagal

mettputi:

a.pelapOran hasl pemilihan kepala Desa melalui musyawarah

Desa kёpada BPD dalam jangka waktu 7伸
可uh)hari setelahmusyawarah Desa mengesa_calon kepala Desa tewilih;

b. pelapOran ca10n kepala Desa teゃ
ilih hasil musyawarah Desa

Oleh ketua BPD keptta Bupati paling iambat 7(れ

Juhl harisetelah lnenerima laporan da亘
panitia pemilihani

C. penerbitan   keputusan   Bupati   tentang  pengesahan

pengangkatan calon kepala Desa terpttih paling Lunbat 30(tiga

puluh)hari sttak diterimanya laporan dari BPD;dan

d. pelantikan kep」
L Desa Oleh Bupati paling lama 30(tiga puluhl

hari sttak diterbitkan keputusan pengesahan pengangkatan

ca10n kepala Desa terpilih dengan urutan acara pelantikan

Sesual dengan ketentuan peraturan pettdang―

undangan。Tahapan pelaksanaan pemilihan kepala Desa antar waktu

Sebagaimana dimaksud pada ayat 12),ayat 13),dan ayat(71 dapat

dipersingkat dengan mempertimbangkan eisiensi dan efektintas

yang pelaksanaannya d輸
Ⅲkan ddam ttraturan Bupad.J

し

(9)



hnl +tD

m, myampitan taporan calon kepala Desa terpilih hasir
ryanan Desa kepada bupati.
hpdi nengp=ahkan calon kepala Desa terpilih sebagaimana
.rtunalrsq.rd 1nda aylat (1) dengan keputusan bupati.
eryati w,4iib melantik calon kepala Desa terpilih sesuai dengan
btentuan perahran perundang-undangan.

a lrant"ra Pasa-l 50 dan pasal 51 disisipkan 1 (satu) pasal baru
"'-akni Pasa-l 50A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5OA *,,

(1) Pegawai Negeri sipit yang terpilih dan diangkat menjadi Kepala
Desa, yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatannya
selama menjadi Kepala Desa tartpa kehilangan halnya sebagai
pegawai negeri sipil.

{2} Pegawai Negeri sipil yang terpilih dan diangkar menjadi Kepala
Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak menerima
hatarya sebagai pegawai negeri sipil, mendapatkan tunjangan
kepala Desa dan pendapatan rainnya yang sah yang bersumber d.ari
Anggaran pendapatan dan Betanja Desa.

7. Ketentuan Pasal 55 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal Ss

Biaya pemilihan Kepala Desa dan tugas panitia pemilihan
Kabupaten yang peraksanaannya ditugaskan kepada Desa
dibebankan pada APBD.'

Pemilihan Kepala Desa antar waktu melalui musyawarah Desa
dibebankan pada ApBDesa.

Ketentuan mengenai besaran dan rincian biaya pemilihan Kepala
Desa untuk masing-masing desa diatur dengan peraturan nup"ti. {

１
■

(2)

(3)



― Pasal II

―
_Daerahini mtt berhku padatangl     ・

鞠 田 Xtiap Omng mengemuinya,memerinta― penfdangn Pera― n

遮 算
『 £ rn√

“
岬 興

T dalam Lmbaran D¨

血 Kabupaten

Ditctapkan di 3orong
pada tanggal,16 Mei 2019

MANGGARAI TIMUR,
3, NOMOR 03ノ TAHUN

/BUPAn―
GG― T―ι

ん膠岬―S

Diundangkan di Borong
pada

{ B.NI

LШ BARAN D…  KABUPATEN ttGG―  TIIIUR TAHUN 20■ 9

■OMOR 3.

DAERAH KABUPATENNOREG PERATURAN
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR: NOMOR
2019。

W



PEN」ELA―
ATAS

PERATRAN DAERAH KABUPATEN MANGGARAI THUR
NOMOR 3 TAHUN 2019

TENTANG
PttRIB路』日UT ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MANGGARAI

…

即OMOR 2 T-2016 TENTANG PEmmN KEPALA DESA

[. uutiM

lre::sa; adanl-a purusan Mahkamah Konstirusi Nomor 128/PUU-

'.lii 2t.115. maka pemilihan Kepala Desa tidak perlu dibatasi dengan

:?ens1-a-rarkaa bahwa ca.lon Kepda Desa har-us terdaftar sebagai

penduduk setempat paling kurang 1 (satu) tahun karena bertentangan

dengan Undang-Undang Dasar 1945. Selain itu terdapat beberapa

ketenruan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Timur Nomor

2 tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Desa yang tidak sesuai dengan

perkembangarl zarnan sehingga perlu diubah dan disesuaikan kembali.

Mengingat keputusan Mahkamah Konstitusi bersifat finat dan

mengikat, maka Pemerintah Daerah perlu menindaklanjuti dengan

meiakukan perubahan terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai

Timur Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Desa. Dengan

menindaklanjuti perubahan-perubahan dalam peraturan perundang-

undangan diharapkan penyelenggaraan' pemilihan Kepala Desa akan

dapat berlangsung secara demokratis dan menghasilkan pemimpin

Pemerintah Desa yang berkualitas.

Ⅱo PASAL DEMI PASAL

Pasat I
Cukup jelas.

Pasal II
Cukup jelas.

TAMBA― LEMBARAN DAERAH KABUPATEI MANGGARAI TIMUR
TAHUN 2019 NOMOR 153。


